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PENETAPAN
Nomor 426/Pdt.G/2024/PA Sak
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SIAK SRI INDRAPURA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama
dalam sidang, Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tertera

di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat Kumulasi Hadhanah antara:

XXXXX, NIK Xxxxx, tempat dan tanggal lahir Pulau Gambar, 09 April 1987
Masehi, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP,
pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Xxxxx
Kabupaten Siak, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai

Penggugat;
Lawan

XXXXX, NIK Xxxxx, tempat dan tanggal lahir Paya Rengas, 29 September 1987
Masehi, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP,
pekerjaan Petani, tempat kediaman di Xxxxx Kabupaten Siak,

Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara,;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat.

DUDUK PERKARA
Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan Cerai Gugat Kumulasi
Hadhanah dengan surat gugatannya pada tanggal 02 September 2024 Masehi
yang didaftarkan di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri
Indrapura Nomor 426/Pdt.G/2024/PA Sak tanggal 03 September 2024 Masehi,
Penggugat mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:
1. Bahwa pada tanggal 20 Juli 2007 Masehi telah dilangsungkan perkawinan

antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan
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sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah

dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Xxxxx Kabupaten Langkat,

Provinsi Sumatera Utara sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor

Xxxxx pada tanggal 20 Juli 2007 Masehi;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus gadis, sedangkan
Tergugat berstatus jejaka;

3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai
2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

e XxxxX, tempat tanggal lahir Medan, 21 Mei 2008 Masehi;

o Xxxxx, tempat tanggal lahir Siak, 31 Maret 2011 Masehi;

Saat ini kedua anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat;

4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang
tua Tergugat yang beralamat di Xxxxx Kabupaten Langkat, Provinsi
Sumatera Utara selama 2 (dua) tahun; kemudian terakhir pindah ke Xxxxx
Kabupaten Siak, Provinsi Riau hingga sekarang;

5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya
berjalan harmonis, akan tetapi sejak pertengahan bulan Juli 2023 Masehi
rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi,
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus
disebabkan oleh karena:

a) Tergugat dalam pemberian nafkah dirasa kurang layak dari yang
seharusnya terhadap Penggugat;

b) Tergugat dalam berhubungan badan sejak pernikahannya bersama
Penggugat memiliki penyimpangan berupa kebiasaan Tergugat dalam
berhubungan badan selalu menggunakan media lain yakni video yang
mengandung unsur pornografi;

c) Tergugat dalam menghadapi masalah selalu menghindar untuk
dilakukan komunikasi bersama Penggugat;

6. Bahwa puncak dari percekcokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi
pada akhir bulan April 2024 Masehi yang menyebabkan antara Penggugat
dan Tergugat telah rumah, dimana Penggugat pergi dan kembali ke rumah
orang tuanya. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak

pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
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7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana
yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah
tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana maksud dan
tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena
perceraian;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan perceraian Penggugat
terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan
tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi
unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto
Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk
menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

9. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat
tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan
sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil
perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara.

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini
Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura c.g.
Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk dapat
menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat
untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya
sebagai berikut:
Primer:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Xxxxx) Terhadap
Penggugat (Xxxxx).
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan)
atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
1) Xxxxx, tempat tanggal lahir Medan, 21 Mei 2008 Masehi;
2) Xxxxx, tempat tanggal lahir Siak, 31 Maret 2011 Masehi
4. Membebankan biaya perkara sesuai hukum.
Subsider:
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Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-

adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan
Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir menghadap ke
persidangan, dan atas panggilan tersebut Penggugat secara in person dan
Tergugat secara in person hadir menghadap ke persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan
Tergugat, sebagaimana yang tertera dalam surat gugatannya,;

Bahwa untuk kerangka perdamaian, Majelis Hakim telah berusaha
optimal memberikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat, agar dapat
mempertahankan keutuhan pernikahannya tanpa harus memilih satu-satunya
cara memutuskan ikatan pernikahan, akan tetapi usaha tersebut belum berhasil;

Bahwa, untuk mengoptimalkan upaya damai, Majelis Hakim telah
memberi penjelasan kepada Penggugat dan Tergugat mengenai kewajiban
melakukan proses mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung
Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan
memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi agar
permasalahan keluarga yang dialami bisa lebih efektif dan efisien guna
menemukan penyelesaian permasalahan yang memuaskan dan memenuhi rasa
keadilan untuk Penggugat dan Tergugat, dengan mediator yang ditunjuk dan
dipilih oleh Majelis Hakim berdasarkan kesepakatan Penggugat dan Tergugat
untuk diserahkan penunjukan dan pemilihannya kepada Majelis Hakim, yaitu
Susi Endayani, S.Sy. Mediator Hakim Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura
berdasarkan Surat Penetapan Nomor 426/Pdt.G/2024/PA Sak, tanggal 26
September 2024 Masehi, dan dalam laporan hasil mediasi yang disampaikan
Mediator kepada Majelis Hakim pada tanggal 23 Oktober 2024 Masehi yang
dibacakan di persidangan, ternyata Penggugat dan Tergugat berhasil
memeroleh kesepakatan perdamaian pada tanggal 23 Oktober 2024 Masehi
untuk kembali bersatu melanjutkan dan memperbaiki keutuhan rumah tangga
Penggugat dan Tergugat, dan kemudian Penggugat secara lisan di persidangan
menyatakan ingin mencabut perkaranya tersebut;
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Bahwa, terhadap semua tahapan persidangan tersebut, Majelis Hakim
telah melaksanakan Musyawarah Majelis Hakim pada tanggal 23 Oktober 2024
Masehi, yang hasil Musyawarah Majelis Hakim tersebut sebagaimana termuat
dalam penetapan ini;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini ditunjuk segala
sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya tidak diubah
dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang pada
pokoknya menyatakan bahwa di antara kompetensi absolut Pengadilan Agama
adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama
antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, yang di antara
jenisnya sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasalnya adalah gugatan
perceraian, oleh karenanya Majelis Hakim menilai Pengadilan Agama secara
absolut berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara a
quo;

Menimbang, bahwa karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah
hukum Kabupaten Siak, Provinsi Riau sehingga berdasarkan ketentuan Pasal
73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan
pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama juncto
Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, yang mengatur daerah hukum pengajuan
perkara gugatan cerai yaitu kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya
meliputi tempat kediaman Penggugat yaitu Xxxxx Kabupaten Siak, Provinsi
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Riau, dan terhadap surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak ada
menyampaikan keberatan (eksepsi kompetensi relatif), oleh karenanya Majelis
Hakim menilai Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura secara relatif berwenang
untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya
tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama juncto Pasal
20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan junctis Pasal 132
Kompilasi Hukum Islam terbukti Penggugat mempunyai legal standing atau
persona standi in yudicio (berwenang dan berhak) mengajukan gugatan dalam
perkara a quo, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini dapat diperiksa
dan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk
memeriksa perkara a quo, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara
resmi dan patut untuk hadir menghadap ke persidangan sebagaimana
ketentuan Pasal 145 dan Pasal 146 R.Bg. juncto Pasal 55 Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya tidak
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama junctis Pasal 26 Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan junctis Pasal 141 Kompilasi Hukum
Islam, berdasarkan panggilan tersebut Penggugat secara in person dan
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Tergugat secara in person hadir menghadap ke persidangan, oleh karenanya
Majelis Hakim menilai perkara a quo dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal memberikan
nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan kembali memperbaiki keutuhan
pernikahan keduanya, tanpa harus memilih satu-satunya cara memutuskan
ikatan pernikahan, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat telah
bertekad kuat ingin berpisah dengan Tergugat, sehingga dengan demikian
ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. juncto Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi dan pasalnya tidak diubah
dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan junctis Pasal 65 dan
82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama junctis Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan junctis Pasal 115 dan 143 Kompilasi Hukum Islam, telah
terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan upaya damai, Majelis Hakim
telah memberikan penjelasan kepada Penggugat dan Tergugat mengenai
kewajiban melakukan proses mediasi sebagaimana amanat Peraturan
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur
Mediasi di Pengadilan dan memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat
untuk menempuh proses mediasi agar permasalahan keluarga yang dialami
bisa lebih efektif dan efisien guna menemukan penyelesaian permasalahan
yang memuaskan dan memenubhi rasa keadilan untuk Penggugat dan Tergugat,
dengan mediator yang ditunjuk dan dipilih oleh Majelis Hakim berdasarkan
kesepakatan Penggugat dan Tergugat untuk diserahkan penunjukan dan
pemilihannya kepada Majelis Hakim, yaitu Susi Endayani, S.Sy. Mediator Hakim
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Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura berdasarkan Surat Penetapan Nomor
426/Pdt.G/2024/PA Sak tanggal 26 September 2024 Masehi, dan dalam laporan
hasil mediasi yang disampaikan Mediator kepada Majelis Hakim pada tanggal
23 Oktober 2024 Masehi yang dibacakan di persidangan, ternyata Penggugat
dan Tergugat berhasil memeroleh kesepakatan perdamaian pada tanggal 23
Oktober 2024 Masehi untuk kembali bersatu melanjutkan dan memperbaiki
keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan kemudian Penggugat
secara lisan di persidangan menyatakan ingin mencabut perkaranya tersebut,
dengan demikian ketentuan Pasal 4, Pasal 17, dan Pasal 27 Peraturan
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur
Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv
(Reglement of de Rechtsvordering) disebutkan bahwa Penggugat dapat
mencabut perkaranya asalkan Penggugat tidak mencabutnya setelah Tergugat
mengajukan jawabannya. Jika dicabut setelah jawaban maka harus dengan
persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Rv (Reglement of de Rechtsvordering)
telah tidak diberlakukan, tetapi karena memerhatikan prinsip process
doelmatigheid (kepentingan beracara) atau prinsip process orde (ketertiban
beracara), maka Majelis Hakim sepakat tetap memedomani Rv (Reglement of
de Rechtsvordering) tersebut;

Menimbang, bahwa senada dengan hal itu juga disebutkan dalam
ketentuan Peraturan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor
KMA/032SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan
Tugas dan Administrasi Peradilan Agama halaman 81 angka (3) dan (4) yang
menyatakan “(3) Pencabutan gugatan yang dilakukan setelah ditetapkan hari
sidang dituangkan dalam bentuk penetapan di dalam persidangan. (4)
Pencabutan gugatan yang dilakukan sebelum memberikan jawaban tidak perlu
minta persetujuan Tergugat”,

Menimbang, bahwa pencabutan perkara a quo juga berdasarkan
persetujuan Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat telah memeroleh
kesepakatan perdamaian melalui proses mediasi dimana antara Penggugat dan
Tergugat sepakat untuk kembali bersatu melanjutkan dan memperbaiki
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keutuhan rumah tangganya, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 27
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan permohonan
yang dilakukan Penggugat sebelum Tergugat mengajukan jawabannya dan juga
berdasarkan persetujuan Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat telah
memeroleh kesepakatan perdamaian melalui proses mediasi dimana antara
keduanya sepakat untuk kembali bersatu melanjutkan dan memperbaiki
keutuhan rumah tangganya, maka berdasarkan ketentuan di atas Majelis Hakim
menilai cukup alasan untuk mengabulkan permohonan pencabutan perkara
yang diajukan Penggugat dan Tergugat tersebut, sebagaimana terdapat dalam
amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan Penggugat telah
dikabulkan, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera
Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura untuk mencatat pencabutan perkara
tersebut dalam register perkara yang bersangkutan, sebagaimana terdapat
dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk bidang
perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya tidak diubah
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini
dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana terdapat dalam
amar penetapan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang

berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:
1. Mengabulkan permohonan Pencabutan perkara Nomor 426/Pdt.G/2024/PA
Sak dari Penggugat.
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2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura untuk
mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp810.000,00 (delapan ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024
Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1445 Hijriah, oleh kami Ade
Ahmad Hanif, S.H.l., sebagai Hakim Ketua, Siswanto, S.H.l., M.H., dan Deded
Bakti Anggara, Lc., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk
berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura
Nomor 426/Pdt.G/2024/PA Sak tanggal 03 September Masehi, penetapan
tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh
Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Para Hakim Anggota yang turut
bersidang, dibantu oleh Ramai Yulis, S.E.l., sebagai Panitera Pengganti serta
dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Ketua,

ttd

Ade Ahmad Hanif, S.H.I.

Hakim Anggota I, Hakim Anggota I,
ttd ttd
Siswanto, S.H.l., M.H. Deded Bakti Anggara, Lc.

Panitera Pengganti,

ttd

Ramai Yulis, S.E.I.

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 426/Pdt.G/2024/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP
a. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,00
b. Biaya Relaas Panggilan Penggugat Rp. 10.000,00
c. Biaya Relaas Panggilan Tergugat Rp. 10.000,00
d. Biaya Redaksi Rp. 10.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ Proses Rp. 80.000,00
Biaya Panggilan Penggugat dan Tergugat Rp. 660.000,00
4. Biaya Meterai Rp. 10.000,00
Jumlah Rp. 810.000,00 (delapan ratus

sepuluh ribu rupiah)
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